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ABSTRAK 

 

PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN 

PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

 

ALFIAN WAHYU PRASETYAWAN 

NIM  F34110002 

 

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan 

bangunan memiliki resiko tidak dibayar lebih tinggi dibandingkan pajak lainnya, 

karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam pembayaran pajak 

tersebut. 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Sumber data adalah data primer dan 

sekunder dengan wawancara kepada pegawai di bidang penagihan DPPKAD 

Karanganyar dan dokumen dari DPPKAD Karanganyar. 

Peneliti menemukan adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang 

peneliti temukan yaitu DPPKAD Karanganyar melakukan persiapan yang baik 

dalam pengalihan PBB dari pusat ke daerah. Kelemahan yang peneliti temukan 

yaitu sarana dan prasarana yang minim sehingga menghambat pelaksanaan 

pendataan objek pajak, misalnya kendaraan untuk pegawai dalam melakukan 

pendataan di daerah terpencil. 

Kesimpulan penelitian adalah DPPKAD melakukan persiapan yang baik 

dalam melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 5017 orang dan kenaikan 

jumlah pendapatan PBB dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar Rp.5.925.661.339. 

 

 

 

Kata kunci: PBB, DPPKAD, WajibPajak. 
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ABSTRACT  

 

THE EXPLORATION OF POTENTIAL LAND AND BUILDING TAX IN 

RURAL AND URBAN AREAS TO IMPROVE THE LOCAL ORIGINAL 

INCOME OF KARANGANYAR REGENCY 

 

ALFIAN WAHYU PRASETYAWAN 

NIM F34110002 

 

The problems of research was that land and building tax has higher risk of 

not being paid than other tax, because of limited facility, and infrastructure in the 

tax payment. 

The author employed observation, interview, documentation, and library 

study as techniques of collecting data. The data source included primary and 

secondary one collected by interviewing the employees in tax collection division 

of DPPKAD Karanganyar and from the document of DPPKAD Karanganyar. 

The author found the strength and weakness. The strength the author found 

was that the DPPKAD Karanganyar made a good preparation in transferring the 

PBB (Land and Building Tax) from the central to the local government. 

Meanwhile the weakness was limited infrastructure thereby inhibiting the 

implementation of text object registration, for example the vehicles for the 

employees in registering the remote area. 

The conclusion of research was the DPPKAD had made a good 

preparation in conducting a variety of attempts in improving local original 

income. There was an increase in taxpayer number by 5017 people, and in amount 

of PBB income by IDR 5,925,661,339 from 2013 to 2014. 

 

 

 

Keywords: PBB, DPPKAD, Taxpayers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara dan 

pembangunan nasional. Menurut dari pemungutnya pajak terdiri dari Pajak 

Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Daerah, 

yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah 

tangga daerah.Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.Pemerintah 

Daerahakan memaksimalkan penerimaan-penerimaan daerah yang 

memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Pemerintah Daerah Karanganyar pada saat ini mengelola 10 jenis 

pajak daerah. Jenis – jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Daerah 

Karanganyar adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak 

Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

Salah satu pajak yang berpengaruh besar pada Penerimaan Asli 

Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan 

memiliki kontribusi sebesar 30% terhadap pendapatan asli daerah 
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Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak yang 

lain. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas 

kepememilikan/pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan 

Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi terkait dengan bumi 

dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat 

ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda 

Kabupaten Karanganyar No.3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki 

potensi yang yang besar dalam menambah penerimaan asli daerah 

dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas 

sebagian besar masyarakat memilikinya. Maka sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah yang diandalkan, penerimaan dari sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan Perkotaan harus terus ditingkatkan. 

Pasalnya pajak bumi dan bangunan memiliki resiko tidak dibayar 

lebih tinggi dibandingkan pajak lainnya, karena kurangnya fasilitas, sarana 

dan prasarana dalam pembayaran pajak tersebut. Di samping itu masih 

banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pembayaran pajak 

bumi dan bangunan. Selain juga kurang sadarnya masyarakat untuk 

membayar pajak bumi dan bangunan yang nominalnya bisa dibilang kecil, 

tetapi memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan asli daerah 

Kabupaten Karanganyar. 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commit to user 

3 
 

 

 

Melihat kemungkinan-kemungkinan risiko di atas DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar berupaya lebih giat lagi dalam meningkatkan 

penerimaan di bidang pajak bumi dan bangunan.DPPKAD juga masih 

mencari langkah yang lebih efektif guna tercapainya penerimaan 

pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan yang lebih 

maksimal. 

Melihat latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul penelitian “PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN UNTUK 

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN 

KARANGANYAR ” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah : 

1. Bagaimana upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam 

meningkatkan penerimaan PAD di bidang pajak bumi dan bangunan? 

2. Seberapa besar peranan upaya tersebut dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah : 

1. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten 

Karanganyar dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan perkotaan. 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan upaya tersebut dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Bermanfaat dalam menerapkan ilmu pengetahuan teoritis ke dalam 

kondisi nyata serta mendapatkan informasi, gambaran, dan 

pengalaman praktis dalam perpajakan terutama mengenai Pajak 

Daerah dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) itu sendiri. 

2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karanganyar 

Dapat memberikan informasi, masukan, dan bahan pertimbangan 

apabila terdapat kelemahan atau kelebihan yang ditemukan, yang bisa 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Karanganyar. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. 

E. Metode Penelitian 

1. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah penggalian potensi pajak bumi dan 

bangunan perkotaan dan pedesaan yang berpengaruh terhadap 
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penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 

2013-2014. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1) Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk 

angka. Data dalam penelitian ini berupa angka-angka yang 

diperoleh dari DPPKAD Karanganyar. 

2) Data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam bentuk 

kata-kata. Data dalam penelitian ini merupakan hasil 

wawancara antara penulis dengan informan dari DPPKAD 

Karanganyar. 

b. Sumber data 

1) Asal sumber data: 

a) Data Primer 

Data primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu 

penelitian yang diperoleh dari sumber pertama dan 

biasanya belum diolah (Ketut, 2009). 

b) Data Sekunder  

Data yang didapat secara tidak langsung dari objek 

penelitian. 

2) Sumber data diambil dari: 

a) Informan, yaitu pegawai di bidang penagihan DPPKAD 

Karanganyar. 
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b) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi 

penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan 

bahan tertulis  atau benda yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau 

benda peninggalan yang berkaitan dengan sutau peristiwa 

tertentu. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung obyek yang 

sedang diteliti tersebut dan mencatatnya untuk mendapatkan informasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari 

narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti 

dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lesan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab 

suatu permasalahan berkaitan dengan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpanan di bidang pengetahuan, pemberian atau 

pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.Penulis 

mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari DPPKAD Karanganyar 

yang mendukung teori dan penelitian. 
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4. Kepustakaan 

Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. 

Penulis melakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan penelitian dan penulisan tugas akhir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pajak 

1. Pengertian Pajak 

a. Pajak menurut Rochmat Sumitro (1998) ialah iuran rakyat untuk kas 

negara berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapat imbal 

jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. 

b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 16 tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). 

c. Sedang pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 ialah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang sifatnya memaksa berdasar undang – undang, 

dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran 

rakyat.  
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2. Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2009:1) 

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar bagi 

pembangunan, oleh karena itu pajak memiliki banyak fungsi. 

a. Fungsi Penerimaan (budgetair) 

Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

digunakan sebagai pembiayaan negara dan pengeluaran 

pembangunan. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah di bidang ekonomi dan sosial guna mencapai tujuan – 

tujuan tertentu. 

3. Asas Pemungutan Pajak 

Asas – asas pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2013) ialah sebagai 

berikut: 

a. Asas Equality 

Pemungut pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang 

dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang 

diterima. 

b. Asas Certainly 

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang – wenang tetapi harus 

berdasarkan Undang – undang, sehingga bagi yang melanggar akan 

dikenai sansi hukum. 
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c. Convenience of payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib 

pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya 

penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 

d. Economic of collections 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan 

sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak 

itu sendiri. 

4. Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2009) terdiri dari tiga 

macam, yaitu pengelompokan pajak menurut golongannya, sifatnya, 

dan lembaga pemungut. 

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya terdiri dari: 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya terdiri dari: 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya,dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 
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2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpamemperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

c. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungut terdiri dari: 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakanuntuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah untuk danuntuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

Daerah terdiri atas dua macam, yaitu Pajak Provinsi (contoh: 

Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/ Kota. 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain). 

 

B. Pajak Daerah 

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 

pemerintahan daerah.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang RI No. 

28 Tahun 2009). 
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Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah antara 

lain: 

1. Jenis-jenis Pajak Daerah  

a. Pajak Propinsi, terdiri dari: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 

1) Pajak Hiburan; 

2) Pajak Reklame; 

3) Pajak Penerangan Jalan; 

4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

6) Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan; 

7) Pajak Hotel; 

8) Pajak Restoran; 

9) Pajak Air Tanah; 

10) Pajak Parkir; 

11) Pajak Sarang Burung Walet. 
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2. Tata Cara Pemungutan Daerah 

Pedoman tata cara pemungutan pajak daerah diatur Keputusan 

Menteri No.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak 

Daerah. 

Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan 

cara penetapan kepala daerah, terdiri dari: 

a) Pendaftaran; 

b) Pendataan; 

c) Formulir/kartu dan daftar. 

Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Daerah tidak dapat 

diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak 

dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan 

adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan 

pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-

surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek 

pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang 

pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. 

Menurut uraian di atas telah dijelaskan Pajak Daerah secara 

umum yaitu pengertian Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah dan 

tata cara pemungutan Pajak Daerah. Dari uraian di atas dapat 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commit to user 

14 
 

 

 

diketahui bahwa salah satu Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

Pajak daerah dapat dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri-ciri 

sebagai berikut (Darwin, 2010): 

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah. 

2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan 

masyarakat. 

3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata keseluruh 

daerah. 

Sumber-sumber pendapatan daerah (Darwin, 2010) dapat 

digolongkan menjadi empat bagian, yaitu: 

1. Alokasi dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari  bagi hasil pajak, 

pinjaman dan penyertaan modal. 

2. Perpajakan. 

3. Retribusi. 

4. Perusahaan. 

 

C. Pajak Bumi dan Bangunan 

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam 
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

Adapun tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak 

daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

adalah: 

a. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 

b. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan 

baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 

c. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan 

retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 

d. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak 

daerah, dan 

e. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan 

pengaturan pada daerah. 

Peralihan PBB perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi 

pajak daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009, akan memberi 

dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Pada prinsipnya 

secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, 

jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) 

dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan 

berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah. 
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1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak 

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi 

dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud 

dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Adapun yang 

dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 

atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman 

dan atau laut. 

2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau 

badan secara nyata:  

a. Mempunyai suatu hak atas bumi; 

b. Memperoleh manfaat atas bumi; 

c. Memiliki bangunan; 

d. Menguasai bangunan; 

e. Memperoleh manfaat atas bangunan. 

3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
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kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. 

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 

c. kolam renang; 

d. pagar mewah; 

e. tempat olahraga; 

f. galangan kapal, dermaga; 

g. taman mewah; 

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 

i. menara. 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang: 

a. Digunakan oleh Pemerintah dan/atau Daerah untuk 

penyelenggaraan pemerintahan; 

b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 

sejenis dengan itu; 
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d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; dan 

f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

4. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan   

Tata cara pemungutan Pajak bumi dan Bangunan antara lain adalah: 

a. Dalam sistem tempat pembayaran, wajib pajak melunasi PBBnya 

tanpa diangsur pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan. 

Namun ada wajib pajak yang dapat membayar melalui petugas 

pemungut dengan catatan tempat tinggal wajib pajak jauh atau sulit 

sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk. 

b. Untuk itu petugas pemungut menyetorkan ke Bank/Kantor Pos dan 

Giro tempat pembayaran. Wajib pajak kemudian menerima Tanda 

Terima Setara (TTS) sebagai tanda bukti penerimaan sementara 

dan STTS sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari 

tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti 

TTS. 

c. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran PBB 

melalui prosedur pemindah bukuan/transfer, kiriman uang lewat 

Bank  atau Wesel Pos. 
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Di atas telah diuraikan tentang tata laksana pembayaran, berikut 

akan dijelaskan terkait tentang pembayaran langsung ke tempat 

pembayaran: 

a. Bagi wajib pajak yang membayar langsung ketempat pembayaran 

yang ditetapkan, cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti 

pembayaran, wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima 

Setoran (STTS). 

b. Apabila SPPT Tahunan yang bersangkutan belum diterima wajib 

pajak, sepanjang STTS sudah tersedia di tempat pembayaran wajib 

pajak dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun 

sebelumnya.
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah.DPPKAD dibentukberdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten KaranganyarTugas-tugas 

DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasar Asas 

Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah meliputi : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretaris. 

c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan. 

d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak. 

e. Bidang Anggaran. 

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas. 

g. Bidang Akuntansi. 

h. Bidang Aset Daerah. 

 

 

 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commit to user 

21 
 

 

21 

 

2. Tujuan, Visi dan Misi. 

Tujuan dari DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah menjadikan 

perencanaan anggaran keuangan daerah menjadi program yang prospektif dan 

realistis untuk dilaksanakan.Tujuan tersebut memiliki dua hal penting yang 

dapat membantu dalam pencapaiannya.Pertama, meningkatkan perbaikan 

terhadap mutu pelayanan dibidang keuangan daerah.Kedua, meningkatkan 

mutu pertanggung jawaban anggaran daerah sebagai suatu bentuk 

akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan. 

Visi DPPKAD adalah menjadikan dinasyang professional dan 

akuntabel dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.Hal 

tersebut dapat tercapai dengan ditopang adanya profesionalisme SDM 

dibidang keuangan. 

Misi DPPKAD adalah menjadikan aparatur yang professional dalam 

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.Ada empat hal yang menjadi 

landasan misi tersebut.Pertama, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan 

keuangan dan aset daerah.Kedua, mewujudkan Pelayanan Prima kepada 

masyarakat dibidang pendapatan, administrasi keuangan dan aset 

daerah.Ketiga, mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, 

tertib dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.Dan yang 

terakhir, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait 

dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah. 
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3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. 

a. Kepala Dinas. 

Tugas Kepala Dinas: 

1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 

2) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan peraturan 

perundang undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara 

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, 

informasi serta untuk Pengevaluasian permasalahan agar diperoleh 

hasil kerja yang optimal. 

5) Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting kegiatan 

APBD terhadap SKPD. 

Fungsi Kepala Dinas: 

1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah 

di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 

meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan 

dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, 

akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 
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2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan 

umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 

yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, 

keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas 

daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan. 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, 

pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan 

pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset 

daerah serta kesekretariatan. 

4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Sekretaris. 

Tugas Sekretaris: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan 

perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan 

dinas. 

2) Merumuskan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 
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3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Fungsi Sekretaris: 

1) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang di lingkungan dinas 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar 

diperoleh hasil kerja yang optimal. 

2) Merumuskan konsep kebijakan kepala dinas sesuai bidang tugas di 

sekretariat. 

3) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil rangkuman 

rencana kegiatan bidang-bidang. 

Sekretariat terdiri dari: 

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan. 

Kepala sub bagian perencanaan mempunyai tugas membantu 

sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dinas. 

2) Kepala Sub Bagian Keuangan. 

Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris 

dalam melaksanakan urusanadministrasi keuangan dan pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan dinas. 
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3) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian. 

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas 

membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan 

administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, 

dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan 

administrasi kepegawaian dinas. 

c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan. 

Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang pendataan, 

pengolahan dan penetapan. 

2) Merumuskan program kegiatan bidang pendataan, pengolahan dan 

penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan. 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan: 

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 
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2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 

Kepala seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas 

membantu kepala bidang pendataan, pengolahan dan penetapan 

dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pendaftaran 

dan pendataan. 

2) Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

Kepala seksi pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, pengolahan 

dan penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan sseksi 

pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi. 

3) Kepala Seksi Penetapan. 

Kepala seksi penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang 

pendataan, pengolahan dan penetapan dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kegiatan seksi penetapan. 
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d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak. 

Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di 

bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak. 

2) Merumuskan program kegiatan di bidang penagihan, keberatan dan 

pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan. 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak: 

1) Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta 

pajak daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku 

agar pembayaran pajak daerah tertib dan lancar. 

2) Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan 

rekapitulasi laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan dan 

perencanaan yang akan datang. 

3) Melaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan 

banding dari WP daerah sesuai peraturan yang berlaku. 
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Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Penagihan. 

Kepala seksi penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang 

penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kegiatan seksi penagihan. 

2) Kepala Seksi Keberatan dan Banding. 

Kepala seksi keberatan dan banding mempunyai tugas membantu 

kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi keberatan dan banding. 

3) Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak. 

Kepala seksi pemeriksaan pajak mempunyai tugas membantu kepala 

bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pemeriksaan pajak. 

e. Bidang Anggaran. 

Tugas Bidang Anggaran: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di 

bidang anggaran. 
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2) Merumuskan program kegiatan di bidang anggaran berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang 

tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Fungsi Bidang Anggaran: 

1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Anggaran terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. 

Kepala seksi perencanaan dan penyusunan anggaran mempunyai 

tugas membantu kepala bidang anggaran dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kegiatan seksi perencanaan dan penyusunan anggaran. 

2) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran. 

Kepala seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas membantu 

kepala bidang anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan 
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perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

kegiatan seksi pengendalian anggaran. 

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. 

Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di 

bidang perbendaharaan dan kas daerah. 

2) Merumuskan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas 

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan. 

Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah: 

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Perbendaharaan. 

Kepala seksi perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala 

bidang perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kegiatan seksi perbendaharaan. 

2) Kepala Seksi Kas Daerah. 

Kepala seksi kas daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang 

perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan 

pengendalian kegiatan seksi kas daerah. 

g. Bidang Akuntansi. 

Tugas Bidang Akuntansi: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di 

bidang akuntansi. 

2) Merumuskan program kegiatan akuntansi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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Fungsi Bidang Akuntansi: 

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Akuntansi terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan. 

Kepala seksi pembukuan, pelaporan dan informasi keuangan 

mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pembukuan, pelaporan 

dan informasi keuangan. 

2) Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan. 

Kepala seksi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dalam 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan. 
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h. Bidang Aset Daerah. 

Tugas Bidang Aset Daerah: 

1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di 

bidang aset daerah. 

2) Merumuskan program kegiatan aset daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Fungsi Bidang Aset Daerah: 

1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bidang Aset Daerah terdiri dari: 

1) Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah. 

Kepala seksi pengendalian dan analisa aset daerah mempunyai tugas 

membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan penyiapan 
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bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kegiatan seksi pengendalian dan analisa aset daerah. 

2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah. 

Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah mempunyai 

tugas membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 

pengendalian kegiatan seksi pengelolaan dan pemanfaatan aset 

daerah. 
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4. Srtuktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 

Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar 

Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar 

 

 

 

 

 



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commit to user 

36 
 

 

36 

 

B. Pembahasan 

1. Upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan 

penerimaan PAD di bidang pajak bumi dan bangunan. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 maka posedur 

pemungutan PBB dimulai dari pendataan.Pendataan dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), kemudian 

SPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 

disampaikan kepada Kepala Daerah.Berdasarkan SPOP tersebut, kepala 

daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan 

surat ketetapan pajak paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya 

SPPT. Pembayaran dapat dilakukan di bank persepsi atau petugas 

pemungut seperti kepala dusun atau orang yang ditunjuk oleh pihak 

kelurahan. Dalam meningkatkan PAD dari potensi pajak bumi dan 

bangunan di Kabupaten Karanganyar, adapun langkah langkah yang 

ditempuh DPPKAD adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pendataan secara aktif dan pasif. 

Pendataan aktif ialah kegiatan pendataan untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang berkaitan dengan obyek dan subyek PBB P-2dengan 

cara melibatkan pihak desa/kelurahan atau mendatangi secara langsung 

wajib pajak. 
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Pihak Terkait: 

1) DPPKAD 

DPPKAD sebagai tim pelaksana pendataan mengumpulkan 

data obyek dan subyek pajak dengan cara menyampaikan 

SPOP dan LSPOP baik secara perorangan atau kolektif kepada 

Desa/Kelurahan atau langsung kepada wajib pajak dan 

memantau dalam pengembalian SPOP dan LSPOP termasuk 

dalam hal pemutakhiran data PBB P-2. Dan meminta dokumen 

pendukung terkait obyek dan subyek pajak. 

2) Desa/Kelurahan 

Desa/Kelurahan menerima SPOP dan LSPOP secara 

perorangan atau kolektif dan untuk sebagai sarana pendukung 

pendataan terhadap wajib pajak dan mengembalikan kepada 

tim pelaksana pendataan dari DPPKAD. 

3) Wajib Pajak 

Wajib pajak menerima SPOP dan LSPOP dari tim pelaksana 

pendataan DPPKAD atau dari pihak Desa/Kelurahan mengisi 

secara benar, jelas dan menandatangani SPOP dan LSPOP dan 

mengembalikan ke tim pelaksana pendataan DPPKAD atau 

pihak Desa/Kelurahan. Dan memberikan dokumen pendukung 

terkait obyek dan subyek pajak. 
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Dokumen yang digunakan ialah: 

1) SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) adalah formulir 

yang berkaitan dengan informasi tambahan untuk data baru, 

data letak obyek pajak, data subyek pajak dan data tanah. 

2) LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) ialah 

formulir yang berkaitan dengan rincian data bangunan, fasilitas 

dan data tambahan untuk dokumen. 

3) Data Pendukung: data pendukung meliputi fotokopi identitas 

wajib pajak, fotokopi SPPT dan STTS, fotokopi bukti surat 

tanah, dan surat kuas dalam hal dikuasakan pihak lain. 

Pendataan pasif ialah kegiatan pendataan untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang berkaitan dengan obyek dan subyek PBB P-2 dengan 

cara wajib pajak datang secara langsung atau melalui pihak 

desa/kelurahan ke kantor DPPKAD guna pengajuan permohonan 

pendataan/pemutakhiran data yang berkaitan dengan pembetulan, 

mutasi, pembatalan, pendaftaran obyek baru dan pengajuan salinan, baik 

secara perorangan atau kolektif. 

b. Mengadakan kegiatan jemput bola di wilayah yang dinilai rendah 

secara prosentase penerimaan PBB. 

Kegiatan jemput bola adalahmencari pelanggan dengan cara 

apapun yang efektif tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, 

fungsinya untuk lebih mendekatkan diri dengan Wajib Pajak. 
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c. Mengadakan kegiatan pembinaan wilayah pungutan PBB untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak. 

Kegiatan pembinaan terhadap wajib pajak biasa dilakukan di 

kantor Kelurahan/Desa secara berkala guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak khususnya pajak 

bumi dan bangunan. 

d. Memberikan penghargaan berupa hadiah kepada wajib pajak yang 

beruntung yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. 

DPPKAD memberikan penghargaan berupa souvenir kepada 

wajib pajak yang tertib membayar pajak yang diberikan satu tahun 

sekali. Hal ini dilakukan DPPKAD guna memberi stimulasi kepada 

wajib pajak lainnya agar tertib membayar pajak. 

2. Peranan upaya tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Karanganyar. 

a. Pendataan secara aktif dan pasif. 

Tabel  3.1 

WP sebelum dan sesudah pendataan. 

2013 2014 Kenaikan 

402.062 407.079 5017 1,25% 

  

 Pada tahun 2013 jumlah WP sebesar 402.062 meningkat di tahun 

2014 menjadi 407.079. Terdapat kenaikan sebesar 1,25% yaitu 5017 WP 

dari tahun 2013 ke 2014. Kenaikan tersebut membuktikan bahwa usaha 

DPPKAD dengan pendataan aktif dan pasif cukup berhasil, terbukti 

terdapat kenaikan dari tahun 2013 ke ahun 2014. 
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b. Kegiatan jemput bola di wilayah yang dinilai rendah secara 

prosentase penerimaan PBB. 

Tabel 3.2 

Jumlah PBB sebelum dan sesudah jemput bola oleh DPPKAD 

Sebelum jemput bola Kenaikan 

Tahun Target Realisasi Rupiah % 

2011 18.100.000.000 18.201.372.312 
(1.147.004.725) 6% 

2012 18.100.000.000 16.952.995.275 

Sesudah jemput  bola   

2013 20.100.000.000 22.685.594.812 
5.925.661.339 26% 

2014 22.100.000.000 28.025.261.339 

 

Jumlah PBB yang di terima sebelum jemput bola pada tahun 

2011 telah memenuhi target, dan mengalami peningkatan sebesar 

Rp.101.372.312, tetapi pada tahun 2012 penerimaan yang diterima 

tidak memenuhi target yang diharapkan. Pada tahun 2012 dari target 

yang ditetapkan sebesar Rp 18.100.000.000, hanya dapat terpenuhi 

sebesar Rp.16.952.995.275 dan memiliki selisih sebesar 

Rp.1.147.004.725.  

Sesudah dilakukannya jemput bola oleh DPPKAD, PBB yang 

diterima mengalami kenaikan, pada tahun 2013 dari target yang 

ditetapkan sebesar Rp. 20.100.000.000, pendapatan yang diperoleh 

mencapai Rp.22.685.594.812. Pada tahun 2014 pendapatan yang 

diperoleh DPPKAD jauh lebih meningkat dibanding tahun 

sebelumnya, walaupun terdapat kenaikan target menjadi 

22.100.000.000, DPPKAD berhasil mencapai target dan memiliki 

pendapatan lebih besar Rp.5.925.661.339 dari target yang ditetapkan. 
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Hal ini membuktikan bahwa kegiatan jemput bola yang 

dilakukan oleh DPPKAD cukup efektif meningkatkan pendapatan 

asli daerah khususnya di bidang PBB. 

c. Mengadakan kegiatan pembinaan wilayah pungutan PBB untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak. 

Tabel 3.3 

Efektivitas pembinaan DPPKAD 

Tahun Jumlah WP Pendapatan PBB 

2013 402.061 22.685.594.812 

2014 407.078 28.025.261.339 

 

Kegiatan pembinaan dilakukan DPPKAD pada tahun 2014. 

Pihak DPPKAD rutin melakukan pembinaan dari satu kelurahan ke 

kelurahan yang lain. Terbukti adanya peningkatan jumlah wajib pajak 

dan jumlah pendapatan PBB yang diterima. Dari kenaikan WP 

sebanyak 5017 orang DPPKAD mampu meningkatkan jumlah 

pendapatan PBB sebesar Rp.5.925.661.339. Hal tersebut membuktikan 

bahwa pembinaan yang dilakukan oleh DPPKAD berjalan sesuai yang 

diharapkan. 

d. Memberikan reward berupa hadiah kepada wajib pajak yang 

beruntung yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajaknya 

sebelum jatuh tempo. 

Untuk membuktikan seberapa besar peranan upaya ini, penulis 

melakukan wawancara terhadap sejumlah WP. Penulis mengambil 

sebanyak 100 WP dan hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 

Tanggapan WP 

Jumlah WP Keterangan 

74 Antusias 

15 Biasa saja 

11 Tidak terarik 

 

Dari 100 sampel yang saya ambil, 74 WP mengaku antusias 

dengan adanya penghargaan yang di berikan oleh DPPKAD bagi 100 

WP pembayar pajak pertama, sedangkan 15 WP mengaku biasa saja 

akan adanya pemberian hadiah oleh DPPKAD, dan sisanya tidak 

tertarik sama sekali dengan adanya hal tersebut. Hal ini menunjukan 

langkah yang dilakukan DPPKAD dapat menstimulasi kesadaran 

masyarakat akan pentingnya membayar pajak. 
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C. TEMUAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat ditemukan 

adanya kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB 

Pedasaan Perkotaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karanganyar. Adapun kelebihan dan kelemahannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan 

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan 

sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar 

ditemukan kelebihan sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melakukan persiapan 

yang baik dalam pengalihan PBB dari pusat ke daerah. Misal, 

memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada pegawai DPPKAD guna 

melakukan tugas dengan semaksimal mungkin mengingat PBB 

sudah menjadi wewenang Pemerintah Daerah khususnya di 

DPPKAD 

b. Melakukan upaya agar pendapatan asli daerah khususnya PBB 

dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Misal, melakukan 

kegiatan pembinaan ke pelosok desa yang mungkin tidak pernah 

dijangkau di saat PBB masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat. 

c. Terdapat peningkatan jumlah WP sebesar 5017 orang. 

d. Terdapat peningkatan jumlah pendapatan PBB sebesar 

Rp.5.925.661.339. 
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2. Kelemahan 

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan 

sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar 

ditemukan kelemahan sebagai berikut: 

a. Kurangnya jumlah orang yang dimiliki pihak DPPKAD, sehingga 

kurang optimalnya upaya yang dilakukan DPPKAD. Sehingga 

waktu yang dibutuhkan lebih lama. Mungkin dengan ditambahkan 

jumlah personil sosialisasi di daerah desa terpencil bisa dilakukan 

lebih dari satu kali dan menambah jumlah wajib pajak yang 

mengikuti sosialisasi tersebut. 

b. Sarana dan prasarana yang minim sehingga menghambat 

pelaksanaan pendataan objek pajak, misalnya kendaraan untuk 

pegawai dalam melakukan pendataan di daerah terpencil. DPPKAD 

perlu menambah jumlah kendaraan khususnya pada sepeda motor 

untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh 

mobil. 

c. Membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat letak objek 

pajak yang sulit dijangkau. DPPKAD perlu membuat anggaran 

khusus untuk melakukan upaya-upaya tersebut selain anggaran yang 

sudah dibuat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan 

sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar peneliti 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan jumlah WP sebanyak 5017 orang dan kenaikan 

jumlah pendapatan PBB dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 

Rp.5.925.661.339. 

2. Dari survey yang dilakukan penulis, 74 WP mengaku antusias dengan 

upaya DPPKAD dalam memberikan hadiah kepada WP yang 

termasuk dalam 100 WP pembayar pajak pertama. 

3. DPPKAD melakukan persiapan yang baik dalam melakukan berbagai 

upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan 

sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Menambah anggota guna melakukan upaya peningkatan pendapatan 

asli daerah. 

2. Menambah alat transpotasi yang digunakan untuk melakukan 

pendataan objek pajak di daerah terpencil. 
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3. Pemerintah daerah diharapkan membuat anggaran khusus untuk 

melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Misalnya, 

anggaran untuk sosialisasi di desa-desa. 
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